PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024




KATA PENGANTAR

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses
pengelolaan keuangan daerah setelah pelaksanaan APBD dalam 1 (satu) tahun
anggaran selesai dilaksanakan dan telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI.
Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Dalam konteks hukum
administrasi negara merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan
yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah
proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan
anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta
mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek
pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara yang bersih.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Salah satu aspek Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya diwujudkan
dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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BAB | PENDAHULUAN

A.Latar belakang

D.
1.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Identifikasi Masalah

Sehubungan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

. Tujuan Penyusunan

Tersedianya dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2020 Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 2023 Nomor 77);



13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 80);

BAB Il POKOK PIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dengan mekanisme penetapan
Peraturan daerah setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI

selesai.
3. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan daerah;
b. Belanja daerah; dan
c. Pembiayaan daerah;
4. Penetapan peraturan daerah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal

320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB Il MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dari peraturan ini adalah Pengaturan mengenai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

Jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan yaitu seluruh pihak yang
mendapat manfaat dari Pelaksanaan APBD Kota Tarakan.

Arah pengaturan mengenai Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Pasal 1 : Laporan Keuangan

2. Pasal2 : Laporan Realisasi Anggaran

3. Pasal 3 : Uraian Laporan Realisasi Anggaran

4, Pasal 4 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Pasal 5 : Neraca

6. Pasal 6 : Laporan Operasional

7. Pasal7 . Laporan Arus Kas

8. Pasal 8 : Laporan Perubahan Ekuitas



9. Pasal 9 : Catatan atas Laporan Keuangan

10. Pasal 10  : Lampiran-lampiran
11. Pasal 11 : Amanat Penetapan Peraturan Wali Kota
12. Pasal 12 : Pemberlakuan Peraturan Daerah

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan

Bahwa diperlukan pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B.Saran

Agar pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dapat segera dilaksanakan dengan baik sehingga dapat segera
diberlakukan.
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